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PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
DAN
PT./CV./KOPERASI/DINAS/UNIVERSITAS..........................................
TENTANG 
KERJASAMA PELATIHAN DAN UJI KOMPETENSI
PROGRAM PELATIHAN ...............................
NOMOR	: ........................... (BPVP Kendari)
NOMOR	: ........................... (Instansi)


Pada hari ini ….......... tanggal ................ bulan .................. tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kendari, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama 			: ………………………………………………….....
Jabatan			: ……………………………………………………..
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Kendari, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan No.226, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut  PIHAK PERTAMA. 
2. Nama 			: ……………………………………………………...
Jabatan			: ……………………………………………………...
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT./CV./KOPERASI/DINAS/UNIVERSITAS........................................ berkedudukan di Jl. …….............., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

[bookmark: _Hlk15659264]PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Uji Kompetensi Terhadap Karyawan Perusahaan yang dalam pelaksanaannya memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
UMUM
1. PIHAK KEDUA menyiapkan karyawannya sebagai peserta pelatihan untuk diikutsertakan dalam program pelatihan dan uji kompetensi yang akan dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas  BPVP Kendari. 
2. PIHAK PERTAMA akan melaksanakan program kegiatan sebagaimana yang dimaksud oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan standar pelayanan minimum pelatihan kerja dan uji kompetensi Program Pelatihan .................. sebanyak ........... orang.
3. Syarat Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi Program Pelatihan ................. harus dibuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pelatihan Kerja dan Uji Kompetensi antara Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas  Kendari dengan .....................................

Pasal 2
DASAR PERJANJIAN
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
4. Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja.


Pasal 3
       MAKSUD DAN TUJUAN
Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk memperlancar kegiatan penyelenggaraan Pelatihan dan Uji Kompetensi untuk karyawan ....................................................

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
1. Menetapkan kebutuhan penyelenggaraan pelatihan dan uji kompetensi.  
2. Menyiapkan/ menetapkan jadwal uji kompetensi yang akan dilakukan.
3. Menyiapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK), materi uji kompetensi dan asesor kompetensi.
4. Melakukan uji kompetensi untuk unit kompetensi atas karyawan PIHAK KEDUA.
5. Memberikan bukti tertulis sertifikat kompetensi kerja kepada peserta uji kompetensi yang lulus.


Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
1. Menyiapkan karyawan/ tenaga kerja yang akan mengikuti uji kompetensi (asesi).
2. Setiap rencana perubahan dalam penambahan maupun pengurangan unit kompetensi yang diuji maupun jumlah peserta uji kompetensi wajib diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.
3. Bersama PIHAK PERTAMA menyepakati perubahan dalam penambahan maupun pengurangan unit kompetensi  yang diuji maupun jumlah peserta uji kompetensi.
4. Menyiapkan biaya sebesar .................................................... dengan rincian sebagai berikut :
a. biaya pelatihan dan uji kompetensi sebesar ..................................
b. biaya akomodasi sebesar ............................................................
selama berlangsungnya kegiatan ini. 


Pasal 6
JANGKA WAKTU 
1. Jangka waktu pelatihan dan uji kompetensi adalah ............ hari kalender yaitu pada tanggal ........................ dan berakhir hingga ........................
2. Surat perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis dengan membuat surat perjanjian lanjutan.




Pasal 7
PENGAKHIRAN KERJASAMA
Perjanjian ini dapat diakhiri oleh PARA PIHAK dalam kondisi jika salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu untuk melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sebelumnya, atau atas kesepakatan bersama-sama. 

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengenai penafsiran dan pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Pelatihan dan Uji Kompetensi, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat .
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.



Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perubahan-perubahan materi perjanjian dalam Perjanjian Kerjasama Pelatihan dan Uji Kompetensi ini akan dituangkan dalam Addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Pelatihan dan Uji Kompetensi  ini.

Pasal 10
PENUTUP
Demikian Perjanjian Kerjasama Pelatihan dan Uji Kompetensi ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kendari pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud pada awal Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi ini serta dibuat rangkap 4 (empat), dua diantaranya bermaterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan rangkap dua salinan untuk dipergunakan seperlunya.


	
	PIHAK PERTAMA,



(Nama Kepala BPVP)

	PIHAK KEDUA,



(Nama Pimpinan/Pejabat Berwenang)
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